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Abstrak 

Komisaris merupakan jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh 

kegiatan perusahaan terutama tentang kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Jabatan 

komisaris diisi oleh sekelompok orang yang bernama Dewan Komisaris. Dewan 

Komisaris sendiri dipimpin oleh komisaris utama. Menurut Pasal 108 ayat (1) Tugas dan 

wewenang Komisaris hanya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan 

memberi nasihat kepada Direksi. Perjanjian sewa-menyewa hanyalah menikmati benda 

sewa tetapi bukan untuk dimiliki seperti jual-beli, ini berarti telah terjadi suatu 

penyerahan kekuasaan atas barang yang disewakan. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah 

Akibat Hukum jika Perjanjian yang dilakukan oleh Komisaris Perseroan Terbatas dalam 

perjanjian sewa menyewa lahan? 2) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus 

akibat hukum jika perjanjian dilakukan oleh Komisaris Perseroan Terbatas dalam perkara 

nomor : 243 PK/Pdt./2015. Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data  diperoleh 

berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. 

Data dianalisis dengan cara kualitatif. Simpulan  hasil penelitian: (1) Akibat hukum  jika 

perjanjian yang dilakukan oleh Komisaris Perseroan Terbatas dalam perjanjian sewa 

menyewa lahan adalah  tidak sah atau batal demi hukum. (2) Berdasarkan alasan-alasan 

dan bukti-bukti (novum) tersebut maka Mahkamah Agung memutus dan mengadili 

bahwa menolak permohonan peninjauan kembali: PT SURIATAMA MINANG 
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